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WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR    46   TAHUN  2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU                                                                                                               

NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                                                 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang  : a.  bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem 

keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 6 Drt. Tahun  1956  tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 

dan Pelaksanaan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);  

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155)  
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang 

Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1969) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease-Covid 19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Hibah Dari 

Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 443) 

19. Instruksi Presiden  Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta 

Pengadaan  Barang   dan   Jasa   dalam  rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 

(COVID-19); 

20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2016 Nomor 10); 

21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2020 Nomor 7); 
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22. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 

Nomor 40); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU                        

NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.  

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 40) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 

1. Pendapatan  

 a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.    233.369.479.182,73 

 b. Dana Perimbangan    Rp.    862.766.913.000,00 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah   Rp.    204.992.707.482.47 

  Jumlah Pendapatan Rp. 1.301.129.099.665,20 
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2. Belanja  

 a.  Belanja Tidak Langsung : Rp.    610.954.598.555,84 

  1) Belanja Pegawai   Rp.    521.210.798.555,84 

  2) Belanja Hibah  Rp.        9.707.800.000,00 

  3) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

Rp.             36.000.000,00 

  4) Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa 

Rp                            0,00 

  5) Belanja Tidak Terduga Rp.      80.000.000.000,00 

 b. Belanja Langsung : Rp.    968.065.566.869,56 

  1)   Belanja Pegawai Rp.    111.852.059.365,20 

  2)   Belanja  Barang dan Jasa Rp.    313.182.454.115,27 

  3)   Belanja Modal Rp.    543.031.053.389,09 

  Jumlah Belanja Rp.  1.574.964.405.425,40 

                Surplus/(Defisit) Rp.    (299.302.587.902,20) 

3. Pembiayaan  

 a. Penerimaan Rp.      292.891.065.760,20 

 b. Pengeluaran Rp.        15.000.000.000,00 

  Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    277.891.065.760,20 

  Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp.                             0,00 

 

2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah 

Kota Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  20 November 2020 

Plt. WALIKOTA BENGKULU 

   WAKIL WALIKOTA, 

Cap/dto 

 

  DEDY WAHYUDI 

 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal  20 November 2020                                   

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU 

Cap/dto 

 

BUJANG HR 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...46..... 


